




c. Mendorong tidak tercampurnya kewenangan asosiasi sebagai panitia Uji
Kompetensi dan kepentingannya sebagai organisasi;

d. Mendorong adanya transparansi terhadap proses penilaian dan
penetapan kelulusan pada uji kompetensi dokter;

e. Mendorong adanya solusi terhadap mahasiswa profesi Dokter yang saat
ini masih terhambat untuk menjalankan tugas karena adanya hambatan
dalam pengadaan dokter selama ini.

4. Mengenai pandangan dan aspirasi sebagaimana angka 2 dan 3 di atas,
Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan, sebagai berikut:
a. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk dapat

menyelesaikan permasalahan dan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa
Pejuang BPI 2023 dan menyampaikan perkembangannya kepada
Komisi X DPR RI, paling lambat tanggal 6 Februari 2024.

b. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk mengeluarkan
kebijakan afirmasi untuk dosen PTS, PTN dan PTNB calon pendaftar
BPI dengan memberikan pembinaan/pendampingan dalam proses
pengajuan beasiswa agar mencapai standar minimal.

c. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan
evaluasi kebijakan mengenai beasiswa pendidikan, antara lain
penyampaian hasil seleksi wawancara beasiswa yang transparan.

d. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk
menindaklanjuti saran dan masukan dari PDMI sesuai tugas dan
fungsinya di bidang pendidikan. Selanjutnya agar Kemendikbudristek RI
melakukan koordinasi dengan Kemenkes, khususnya terkait rasio
rendahnya ketersediaan Dokter.

5. Bahan paparan yang disampaikan Kemendikbudristek RI, Aliansi Mahasiswa
Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 dan Pergerakan Dokter Muda
Indonesia, menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP/RDPU hari ini,
sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan kebijakan pendidikan.

111.PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 18.02 WIB.
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